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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam 

penelitian ini sesuai dengan  Surat Keputusan Bersama 

(SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik 

Indonesia No 158/1987 dan Mentri Pendidikan dan 

Kepudayaan No. 0543. B/U/1987, tertanggal 12 

Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk 

menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap 

ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah 

diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana 

terlihat di Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), secara gratis besar pedoman 

transliterasi tersebut sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

No. 
Huruf 

Arab 

Nama 

Latin 

Nama 

Latin 
Keterangan 

 Alif - Tidak ا .1

dikembangkan 

 - ba’ B ب .2

 - ta’ T ت .3

 sa’ ṡ s dengan titik di ث .4

atas 

 - Jim J ج .5

 ha’ ḥ ha dengan titik ح .6

di bawah 

 - kha’ Kh خ .7
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 - Dul D د .8

 Zal ẓ zet dengan titik ذ .9

di atas 

 - ra’ R ر .10

 - Zai Z ز .11

 - Sin S س .12

 - Syin Sy ش .13

 Sad ṣ es dengan titik ص .14

di bawah 

 Dad ḍ de dengan titik ض .15

di bawah 

 ta’ ṭ te dengan titik ط .16

di bawah 

 za’ ẓ zet dengan titik ظ .17

di bawah 

 ain ، koma terbalik di‘ ع .18

atas 

 - Gain G غ .19

 - fa’ F ف .20

 - Qaf Q ق .21

 - Kaf K ك .22

 - Lam L ل .23

 - Mim M م .24

 - Nun N ن .25

 - Waw W و .26

 - ha’ H      هـ .27

 Hamzah ̓ Apostrop ء .28

  ya’ Y ي .29
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B.  Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, 

ditulis lengkap 

 ditulis Ahmadatiyyah : احمديةّ 

C. Ta’ Marbutah 

1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan 

harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka 

ditulis dengan “t” atau “h”. 

Contoh:   الفطر زكاة: Zakat al-Fitri atau Zakah al-

Fitri. 

2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”. 

Contoh:   طلحة: Talhah 

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” 

dan kedua kata itu terpisah maka ta’ marbutah 

itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: الجنة روضة : Raudah al-Jannah 

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-

kata Arab yang sudah terserap menjadi 

bahasa Indonesia. 

 ditulis Jama‘ah  :  جماعة 

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan 

kata lain, ditulis t.    نكمة الله        : 

ditulis Ni’matullaj 

  ditulis Zakat al-fitri :   زكاة الفطر 

D. Vokal 

Vokal bahas Arab seperti vokal bahasa 

Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 

menoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya 

berupa tanda atau harakat, transliterasinya 

sebagai berikut:  
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No. 

 

Tanda 

Vokal 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

1. -----  َ ----- 
Fathah 

 
A A 

2. -----  َ ----- 
Kasrah 

 
I I 

3. -----  َ ----- 
Dammah 

 
U U 

            

   Contoh: 

  Kataba - كتب             

 Yazhabu - يذهب 

 Su’ila - سنل           

 Zukira – ذكر   

 

2. Vocal Rangkap atau Diftong 

Vokal rangkap bahasa Arab yang 

lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:  

 

    Contoh :  

 Hhaula    :    حول                   Kaifa     :      كيف 

E. Vokal Panjang (Maddah) 

Vokal panjang atau maddah yang 

lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

No. Tanda 

Vokal 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathah dan ya’ Ai a dan i ني .1

 Fathah dan ى و .2

Waw 

Au a dan u 
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No. 

Tanda 

Vokal 
Nama Latin Nama 

 Fathah dan alif Ᾱ a bergaris ى ا .1

atas 

 Fathah dan alif ىٰى .2

layyinah 

Ᾱ a bergaris 

atas 

 kasrah dan ya’ Ī i bergaris atas ى ي .3

 dammah dan ى و .4

waw 

Ū u bergaris 

atas 

Contoh: 

 Tuhibbūna :   تحبون

 al-Insān :  الإنسان

 Rama : رمى 

 Qila : قيل 

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam 

Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof 

 ditulis a’antum :   أأنتم

 ditulis mu’annas :     مؤنث

 

G. Kata Sandang Alif + Lam 

 Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan 

huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, 

sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di 

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) 

maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 

berikut ini: 

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan … 

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya 

menjelaskan … 

3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun. 

4. Billah ‘azza wa jalla 

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al- 

 ditulis al-Qur’an : القران

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti 
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dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya. 

 ditulis as-Sayyi‘ah :السيعٓة

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasinya Syaddah atau Tasydid 

dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika 

berada di tengah maupun di akhir.  

 

Contoh: 

 Muhammad :  محمد

 al-Wudd :     الودّ 

I. Kata Sandang “ال “ 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf 

qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf “l ”.  

Contoh : 

  al-qur’an :  القرأن 

 al sunnah :       السنة 

J. Huruf Besar/Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak 

mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi 

ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia 

yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf 

kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata 

sandang “al”, dll. 

 Contoh : 

 al-Imam al-Gazali :  الإمام  الغزالي

 al-Sab‘u al-Masani :   السبع  المثاني

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya 

berlaku bila dalam tulisanArabnya lengkap dan 

kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf 

atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital 

tidak digunakan. 
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Contoh: 

 Nasrun minallahi :        نصر  من الل

 Lillahi al-Amr jamia  :  لل  الأمر جميعا

K. Huruf Hamzah 

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan 

koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah 

atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di 

depan kata, maka hamzah hanya ditransliterasikan 

harakatnya saja.  

Contoh: 

 Ihya’ ‘Ulum al-Din :     إحياء  علوم الدين 

L. Penulisan Kata 

 Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata 

kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-

kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena 

ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, 

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh : 

-wa innallaha lahuwa khair al :    وان  الل لهو خير الرازقين 

Raziqin 

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

dalam rangkaian tersebut. 

 ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul : شيخ الإسلام 

Islam 
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ABSTRAK  

Sinta Silvina Rakhmawati, NIM 1120152, 2025. 

“Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin 

Poligami (Studi Putusan Nomor 

2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan Nomor 

1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)”. Skripsi Program Studi 

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan.  

Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H. 

Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan 

putusan antara dua Pengadilan Agama terhadap 

perkara izin poligami dengan kondisi faktual yang 

hampir serupa. Pengadilan Agama Brebes 

mengabulkan permohonan poligami meskipun hanya 

terpenuhi syarat kumulatif sebagaimana Pasal 5 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, sedangkan Pengadilan Agama Pemalang 

menolak permohonan serupa karena tidak 

terpenuhinya syarat alternatif sebagaimana Pasal 4 ayat 

(2) undang-undang yang sama. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis bentuk disparitas putusan 

tersebut, metode penafsiran hukum yang digunakan 

hakim, serta akibat hukumnya berdasarkan teori tiga 

nilai hukum Gustav Radbruch. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

kasus, konseptual, dan perbandingan. Sumber bahan 

hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier yang dianalisis secara preskriptif dengan 

metode berpikir deduktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas 

putusan terjadi karena perbedaan metode penafsiran 

hukum yang digunakan oleh masing-masing hakim. 

Hakim Pengadilan Agama Brebes menggunakan 

penafsiran teleologis dengan mempertimbangkan 

tujuan sosial dan kemaslahatan, sedangkan hakim 
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Pengadilan Agama Pemalang menggunakan penafsiran 

gramatikal yang berpegang pada bunyi normatif 

undang-undang. Dari perspektif teori Gustav 

Radbruch, putusan Pengadilan Agama Brebes lebih 

menonjolkan nilai kemanfaatan, sementara Pengadilan 

Agama Pemalang lebih menonjolkan kepastian hukum. 

Akibat hukumnya, disparitas ini berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari 

keadilan. Oleh karena itu, penafsiran historis dinilai 

sebagai pendekatan yang ideal untuk menyeimbangkan 

tiga nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum. 

 

Kata Kunci: Disparitas Putusan, Izin Poligami, 

Penafsiran Hukum, Gustav Radbruch. 
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ABSTRACT 

Sinta Silvina Rakhmawati, NIM 1120152, 2025. 

“Disparity of Judges’ Decisions in Polygamy 

Permission Cases (A Study of Decision Number 

2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs and Decision Number 

1925/Pdt.G/2024/PA.Pml).” Thesis, Islamic Family 

Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H 

Abdurrahman Wahid State Islamic University of 

Pekalongan.  

Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H. 

This research originates from the existence of 

differing decisions between two Religious Courts 

regarding polygamy permission cases with almost 

similar factual conditions. The Religious Court of 

Brebes granted the petition for polygamy even though 

only the cumulative requirements stipulated in Article 

5 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage 

were fulfilled, while the Religious Court of Pemalang 

rejected a similar petition due to the unfulfilled 

alternative requirements as regulated in Article 4 

paragraph (2) of the same law. The purpose of this 

study is to analyze the form of disparity between these 

decisions, the methods of legal interpretation applied 

by the judges, and their legal implications based on 

Gustav Radbruch’s theory of the three basic values of 

law. 

This research employs a normative juridical 

method with statutory, case, conceptual, and 

comparative approaches. The legal materials consist 

of primary, secondary, and tertiary legal sources, 

which are analyzed prescriptively using a deductive 

reasoning method. 

The results of this research indicate that the 

disparity in decisions arises from differences in the 

judges’ methods of legal interpretation. The Brebes 

Religious Court applied a teleological interpretation 
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by considering social purposes and public benefit, 

whereas the Pemalang Religious Court used a 

grammatical interpretation adhering strictly to the 

literal wording of the law. From Gustav Radbruch’s 

theoretical perspective, the Brebes decision 

emphasizes the value of expediency (utility), while the 

Pemalang decision emphasizes legal certainty. The 

legal consequence of this disparity is the potential 

emergence of legal uncertainty for justice seekers. 

Therefore, the historical interpretation is considered 

the most appropriate approach to harmonize the three 

fundamental legal values: justice, expediency, and 

legal certainty. 

Keywords: Judicial Disparity, Polygamy Permission, 

Legal Interpretation, Gustav Radbruch. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Poligami merupakan salah satu bentuk 

perkawinan yang sering menimbulkan kontroversi di 

masyarakat karena mengundang berbagai sudut 

pandang yang berseberangan. Di satu sisi, para 

pembela hak-hak perempuan menentang poligami 

karena berbagai alasan moral dan psikologis, bahkan 

hal itu dikaitkan pula dengan ketidaksetaraan gender.1 

Mereka berpendapat bahwa poligami hanya 

diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan 

persyaratan yang ketat berupa keadilan bagi semua 

istri.  

Hukum islam memperbolehkan poligami 

dengan ketentuan maksimal empat orang istri 

sebagaimana dalam Al-Quran surah An-nisa (4) ayat 3 

“Dan jika kamu kuatir tidak akan dapat berlaku adil 

terhdap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 

menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu 

senangi: dua, tida, atau empat. Akan tetapi, jika 

khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) 

seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu 

miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak 

berbuat zalim”. Berdasarkan ayat tersebut ada syarat 

ketat yang harus dipenuhi, yaitu harus mampu berlaku 

adil. Islam memperketat syarat poligami sedemikian 

 
1 Siti Ropiah, ‘Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap 

Alasan Pro Dan Kontra Poligami)’, Jurnal Al-Afkar, 1.1 (2018), 92. 
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rupa agar laki-laki tidak semena-mena terhadap istri 

mereka.2 

Poligami di Indonesia sendiri telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

menjunjung tinggi asas monogami, seorang suami 

dapat mempunyai istri lebih dari seorang jika 

ketentuan suatu hukum dan agama mengizinkannya, 

dengan terpenuhinya syarat tertentu dan mendapat 

persetujuan pengadilan. Berdasarkan kompetensi 

absolutnya yaitu kekuasaan untuk mengadili dan 

menangani perkara, Pengadilan Agama berhak untuk 

menyelesaikan perkara perkawinan poligami, dan 

mempunyai pertimbangan serta penafsiran tersendiri 

tentang poligami.3 

Pengadilan Agama dapat membolehkan 

poligami dalam keadaan tertentu, asalkan memenuhi 

beberapa persyaratan, sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yaitu pengadilan dapat 

memberi izin kepada seorang suami untuk beristri 

lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-

pihak yang bersangkutan.4 Pengadilan dapat 

memberikan justifikasi yang sejalan dengan syarat 

alternatif yaitu Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 

 
2 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan 

Keserasian al-Qur’an, Jilid II (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 338. 
3 Mustika Anggraeni Dwi Kurnia and Ahdina Yuni Lestari, 

‘Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan PermohonanPoligami’, Media Of 

Law And Sharia, 4.1 (2022), 53. 
4 Surjanti, ‘Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami 

Di Indonesia’, Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO, 1.2 (2014), 

14 - 15. 
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Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), dan syarat kumulatif yaitu Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan.  

Adapun yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

dalam pemberian izin kepada suami untuk berpoligami 

yaitu apabila: 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai seorang istri 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit 

yang tidak bisa disembuhkan 

c. Istri tidak bisa melahirkan keturunan.5 

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan 

bahwa dalam mengajukan permohonan kepada 

Pengadilan harus memenuhi beberapa persyaratan 

diantaranya: 

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu 

menjamin keperluan-keperluan hidup istri-

istri dan anak-anak mereka  

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku 

adil terhadap istri dan anak-anak  mereka. 6 

Pengadilan Agama Brebes dalam salah satu 

putusannya yaitu pada putusan Nomor 

2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs mengabulkan permohonan 

izin poligami. Pemohon dalam surat permohonannya 

telah melangsungkan pernikahan selama 1 tahun 10 

bulan dengan Termohon, namun keduanya belum 

dikaruniai keturunan. Pemohon bermaksud menikah 

untuk kedua kalinya (poligami) dengan calon istri 

kedua dengan alasan keduanya sudah saling mengenal 

 
5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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dan jatuh cinta, serta calon istri kedua dalam keadaan 

mengandung 4 bulan. Sebagai seorang pedagang 

dengan pengahasilan Rp. 20.000.000,- setiap bulannya, 

Pemohon mengaku bahwa ia dapat berlaku adil 

terhadap keluarganya nantinya.  

Hakim dalam hasil putusannya mengabulkan 

permohonan izin poligami tersebut. Berdasarkan 

adanya beberapa bukti, yaitu Pemohon menerima 

persetujuan tertulis untuk melakukan poligami dan 

pernyataan tertulis untuk memperlakukan istrinya 

secara adil, maka syarat kumulatif untuk berpoligami 

telah terpenuhi sesuai  Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan. Kemudian diantara Pemohon, Termohon 

maupun calon istri kedua tidak terjalin hubungan 

keluarga maupun sepersusuan, secara agama juga tidak 

ada larangan untuk menikah diantara mereka. Dilihat 

dari sisi ekonomi, hakim menganggap penghasilan 

yang didapat Pemohon cukup untuk membiayai kedua 

istrinya. Berdasarkan fakta permohonannya istri belum 

dikaruniai anak, dan secara dhohiriah Pemohon 

mampu memperlakukan secara adil, untuk itu 

permohonan poligami tersebut dikabulkan oleh hakim 

karena dianggap telah cukup beralasan untuk 

dikabulkan. 

Sebaliknya, Pengadilan Agama Pemalang pada 

salah satu putusannya yaitu pada  Nomor 

1925/Pdt.G/2024/PA.Pml menolak permohonan izin 

poligami. Pemohon dalam surat permohonannya telah 

melangsungkan pernikahan selama 3 minggu dengan 

Termohon, dan keduanya belum dikaruniai keturunan. 

Pemohon bermaksud untuk memiliki istri lebih dari 

seorang (poligami) sebab Pemohon ingin bertanggung 

jawab dengan calon istri kedua yang sedang dalam 
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keadaan mengandung 4 bulan. Dengan penghasilan 

sebesar Rp. 15.000.000,- setiap bulannya sebagai 

karyawan swasta, Pemohon mengaku dapat mencukupi 

kebutuhan keluarganya. 

Permohonan izin poligami tersebut ditolak oleh 

hakim. Meskipun, dalam faktanya diantara pihak-

pihak yang berperkara tidak terjalin hubungan keluarga 

atau hubungan sepersusuan, dan secara agama tidak 

dilarang untuk menikah diantara mereka. Kemudian 

berdasarkan beberapa bukti yang ada telah terpenuhi 

syarat kumulatif untuk berpoligami sesuai Pasal 5 ayat 

(1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu Pemohon 

menerima persetujuan tertulis untuk melakukan 

poligami dan pernyataan tertulis yang membuktikan 

janjinya untuk memperlakukan istriya secara adil. 

Meskipun demikian, permohonan tersebut ditolak oleh 

hakim, sebab kurangnya fakta yang mendukung untuk 

berpoligami sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat alternatif 

dalam berpoligami. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, hakim menganggap permohonan Pemohon 

tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak.  

Kedua putusan tersebut mengandung 

kontradiksi yang sangat jelas. Meski hanya syarat 

kumulatif saja yang terpenuhi sesuai Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan, permohonan izin 

poligami pada putusan Nomor 

2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dikabulkan, Putusan 

tersebut mengesampingkan alasan-alasan yang 

menjadi syarat alternatif didalam Pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang Perkawinan. Sebaliknya putusan 

Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml menolak 

permohonan izin poligami Pemohon. Walaupun sama 
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halnya hanya terpenuhi syarat kumulatifnya saja yaitu 

yang diatur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan, namun hakim menilai permohonan 

Pemohon tidak beralasan hukum karena syarat 

alternatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang perkawinan belum terpenuhi, sehingga patut 

untuk ditolak.  

 Secara hukum, jika syarat alternatif (alasan sah 

untuk berpoligami) tidak terpenuhi, permohonan 

poligami seharusnya tidak dapat dikabulkan oleh 

pengadilan. Hal ini karena syarat tersebut merupakan 

inti dari dasar hukum untuk berpoligami, sebagaimana 

dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. Tanpa alasan yang sah, poligami dianggap 

tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan 

tujuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu membatasi 

praktik poligami.  Dengan adanya disparitas antara dua 

putusan tersebut, yaitu pada putusan  Nomor 

2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan putusan Nomor 

1925/Pdt.G/2024/PA.Pml sehingga membuat penulis 

tertarik untuk mengkajinya lebih dalam sebagai bahan 

skripsi dengan judul “DISPARITAS PUTUSAN 

HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI 

(Studi Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs 

dan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)”.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana disparitas putusan hakim dalam 

putusan  Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan 

putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml? 

2. Bagaimana akibat hukum dari disparitas 

putusan hakim dalam putusan  Nomor 

2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan putusan Nomor 

1925/Pdt.G/2024/PA.Pml?  

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Menganalisis disparitas putusan hakim dalam 

putusan  Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan 

putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml. 

2. Menganalisis akibat hukum dari disparitas 

putusan hakim dalam putusan  Nomor 

2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan putusan Nomor 

1925/Pdt.G/2024/PA.Pml. 

D. Manfaat Penelitian  

Tentunya dalam sebuah penelitian diharapkan 

dapat diambil manfaatnya, Adapun manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi kontribusi 

signifikan terhadap pengembangan ilmu 

hukum, khususnya dalam bidang hukum 

perkawinan. Penelitian ini dapat menjadi 

landasan bagi kajian selanjutnya mengenai 

penerapan metode penafsiran hukum terutama 

pada perkara izin poligami. Selain itu, 

penelitian ini memberikan wawasan baru 
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mengenai hubungan antara teori tiga nilai 

hukum Gustav Radbruch dengan praktik 

penegakan hukum di Indonesia, khususnya 

dalam konteks ketidaksamaan putusan 

(disparitas) antar pengadilan agama. Dengan 

demikian, temuan penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya diskursus ilmiah dan 

menjadi referensi bagi akademisi, praktisi 

hukum, serta pembuat kebijakan dalam 

memahami dinamika hukum perkawinan di 

Indonesia. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi dalam pembentukan 

hukum yang lebih positif. Pembentukan hukum 

yang lebih positif di Indonesia merujuk pada 

proses merancang dan menetapkan hukum 

tertulis yang resmi (hukum positif) yang 

mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian 

hukum, dan relevansi sosial.7 Selain itu, 

penelitian ini diharapkan memberikan masukan 

bagi pembuat kebijakan dalam melakukan 

evaluasi atau perbaikan terhadap ketentuan 

hukum yang mengatur syarat-syarat poligami, 

agar pelaksanaannya lebih konsisten dan tidak 

menimbulkan disparitas putusan.  

 

 

 

 
7 Agnes Sitanggang, Bila May, and Dian Uli Anastasya, ‘Dinamika 

Hukum Islam Dan Hukum Postif Dalam Sistem Hukum Nasional 

Indonesia’, Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 7.4 (2024), 19308. 
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E. Kerangka Teori  

1. Penafsiran Hukum  

Salah satu metode dalam penemuan hukum 

adalah interpretasi atau penafsiran hukum.8 

Penafsiran hukum merupakan alat bagi hakim 

untuk memahami dan menerapkan aturan hukum 

sesuai konteks kasus. Negara Indonesia sebagai 

penganut sistem civil law, hakim memiliki peran 

penting sebagai penerap hukum, bukan pembentuk 

hukum. Namun, dalam  praktiknya,  hakim  sering  

kali  harus  menggunakan  metode  penafsiran  

untuk menyesuaikan aturan dengan situasi yang 

ada. 9Beberapa pendapat para ahli hukum 

menganai pengertian penafsiran hukum, 

diantaranya :10 

1. A. Ridwan Halim menerangkan bahwa 

interpretasi berupaya untuk menyelesaikan 

masalah atau persoalan dengan cara  

menerangkan, memperjelas, menegaskan 

(memperluas atau membatasi) makna 

peraturan perundang-undangan.  

2. A. Masyhur Effendi menerangkan bahwa 

interpretasi hukum merupakan suatu cara 

untuk memperjelas makna dalam undang-

undang yang bersifat ambigu.   

 
8 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: UII 

Press, 2006), 60. 
9 Mochammad Iqbal Imaduddin, ‘Penemuan Hukum Dan 

Penafsiran Hukum’, Edukreatif : Jurnal Kreativitas Dalam Pendidikan, 6.1 

(2025), 453. 
10 Cececp Cahya Supena, ‘Manfaat Penafsiran Hukum Dalam 

Rangka Penemuan Hukum’, Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 

8.2 (2022), 429. 
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Sumber – sumber dalam penafsiran hukum, 

menurut A.Masyhur Effendi yaitu :11 

a. Pembentuk undang-undang, dengan 

memasukkannya ke dalam undang-undang 

yang sebenarnya. Pemahaman pembentuk 

undang-undang terhadap undang-undang 

disebut sebagai penafsiran otentik, 

penafsiran ini sifatnya mengikat umum. 

b. Akademisi atau para ahli dalam bidang 

ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu hukum. 

Penafsiran yang demikian dikenal sebagai 

penafsiran ilmiah atau doctrinaire, bisa 

ditemukan di berbagai literature. 

Akibatnya, hakim tidak terikat oleh 

penafsiran ini karena penafsiran ini hanya 

memiliki makna teoritis.    

c. Hakim, biasanya dalam bentuk putusan 

hakim atau penetapan hakim sebagai hasil 

suatu persidangan. Hanya pihak yang 

terlibat yang terikat oleh interpretasi hakim 

terhadap hukum.  

Beberapa metode dalam penafsiran hukum, 

diantaranya: 12 

a. Penafsiran Gramatikal, adalah proses 

pemberian makna pada kata atau istilah 

berdasarkan bahasa hukum atau bahasa 

sehari-hari. 

 
11 Cececp Cahya Supena, ‘Manfaat Penafsiran Hukum Dalam 

Rangka Penemuan Hukum’, Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 

8.2 (2022), 431. 
12 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (NTB: Mataram University 

Press, 2020), 68 - 70. 
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b. Penafsiran sistematis, suatu istilah atau 

perkataan harus mempunyai arti yang sama 

setiap kali muncul dalam satu pasal atau 

undang-undang.  

c. Penafsiran yang bersifat kontradiktif, yaitu 

suatu metode untuk menentukan makna 

yang berlawanan dari suatu istilah hukum 

secara lebih cermat dan mendalam.  

d. Penafsiran Ekstensif merupakan penafsiran 

yang digunakan untuk memperluas makna 

suatu definisi atau terminologi yang 

terdapat dalam undang-undang.   

e. Penafsiran Historis, adalah upaya untuk 

mencari makna suatu istilah dengan cara 

meneliti sejarah hukum atau menelaaah 

pembuatan suatu undang-undang.  Menurut 

Peter Mahmud MZ, penafsiran historis 

bertujuan untuk menelusuri makna suatu 

ketentuan dalam undang-undang sejak awal 

pembentukannya. Proses ini biasanya 

dilakukan dengan merujuk pada naskah 

ademik, risalah pembahasan, hingga 

ketentuan tersebut disahkan mejadi 

peraturan perundang-undangan.  

f. Penafsiran Hukum Komparatif 

(perbandigan hukum) adalah penafsiran 

dengan membandingkan berbagai stelsel 

hukum dalam upaya mengatasi suatu isu 

hukum (legal issue). 

g. Penafsiran Antisipatif adalah penafsiran 

yang mengacu pada penanganan suatu isu 

hukum dengan menggunakan peraturan 

yang belum berlaku.  
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h. Penafsiran Teleologis (sosiologi), 

penafsiran ini mengacu pada penentuan 

maksud atau tujuan suatu peraturan 

perundang-undangan. Menurut Peter 

Mahmud MZ,  penafsiran ini meneliti latar 

belakang yang mendasari pembentukan 

undang-undang tersebut. Namun, 

diperlukan penjelasan yang rasional 

mengenai alasan pembuatannya.  

2. Teori Hukum Gustav Radbruch  

 Kaitannya dengan tujuan hukum, beberapa 

ahli mengungkapkan pemikirannya tentang 

bagaimana hukum digunakan untuk menciptakan 

keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah 

satu yang paling terkenal adalah tujuan hukum 

yang digagas oleh Gustav Radbruch. Sebagai 

seorang filosof hukum dan seorang legal scholar 

dari jerman, Radbruch mengajarkan tiga nilai dasar 

hukum, ketiganya bersinergi agar menciptakan 

hukum yang ideal. 13 

 Adapun tiga nilai dasar yang diajarkan oleh 

Gustav Radbruch diantaranya yaitu keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum. Radbruch 

mendefinisikan hukum sebagai “the complex of 

general precepts for the living-together of human 

beings” bahwa hukum sebagai aturan umum yang 

kompleks dan hidup bersama kehidupan manusia, 

sehingga gagasan hukum berorientasi pada 

keadilan dan kesataraan.  

 
13 Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, ‘Idealitas 

Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum’, 

Collegium Studiosum Journal, 6.2 (2023), 557. 
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 Keadilan (Gerechtigkeit) menurut 

Radbruch merupakan hal yang bersifat mutlak, 

formal dan universal, bahwa tanpa keadilan, hukum 

kehilangan maknanya sebagai “hukum”. 

Sementara kemanfaatan (Zweckmäßigkeit) artinya 

hukum harus melayani tujuan sosial, yakni 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 

masyarakat, dan selanjutnya kepastian hukum 

(Rechtssicherheit), adanya kepastian hukum 

merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi para 

pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, 

kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan 

hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana 

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh 

keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.14 

F. Penelitian Yang Relevan  

Tabel 1. 1 Penelitian Yang Relevan 

No. Judul Persamaan Perbedaan 

1.  Skripsi karya 

Andyani Tika 

Rahmawati 

dengan judul 

“Analisis 

Terhadap 

Syarat 

Alternatif Izin 

Poligami 

(Studi 

Persamaan 

dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh 

penulis 

terletak 

pada 

pembahasa

Perbedaannya 

dengan penelitian 

yang dilakukan 

penulis yaitu dasar 

permohonan 

poligami pada 

putusan Nomor 

475/Pdt.G/2019/PA.

Pct adalah Pemohon 

sangat cinta dengan 

 
14 R. Tony Prayogo, ‘Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji 

Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 

Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang’, Jurnal 

Legislasi Indonesia, 13.2 (2016), 194. 
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Terhadap 

Putusan 

Nomor 

475/Pdt.G/201

9/PA.Pct)” 

n mengenai 

pemberian 

izin 

poligami 

apabila 

salah satu 

syarat 

poligami 

tidak 

terpenuhi.  

 

calon istrinya yang 

kedua, dengan status 

sebagai janda, 

Pemohon bermaksud 

untuk 

melindunginya. 

Pemohon juga 

bermaksud untuk 

membiayai anak-

anak dari janda 

tersebut.  Alasan 

tersebut didukung 

adanya izin tertulis 

dari Termohon. 

Berdasarkan 

ketentuan tentang 

perkawinan  dalam 

Pasal 3 ayat (2) UUP, 

hakim mengabulkan 

permohonan 

tersebut. Penelitian 

tersebut berfokus 

pada pertimbangan 

hakim didalam 

memberi izin 

poligami yang belum 

terpenuhi syarat 

alternatifnya.  

Sementara penelitian 

yang akan dilakukan 

penulis 

menggunakan 2 
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putusan yang 

kontradiksi. Putusan 

yang pertama yaitu 

pada putusan nomor 

2748/Pdt.G/2024/PA

.Bbs dasar 

permohonan tersebut 

yaitu karena 

keduanya sudah 

saling cinta dan calon 

istri kedua dalam 

kondisi mengandung 

4 bulan. Permohonan 

tersebut juga 

didukung adanya 

persetujuan dari 

Termohon. Hakim 

dalam 

pertimbangannya 

mengabulkan 

permohonan tersebut 

karena sudah 

memenuhi  pasal 5 

ayat (1) UUP. 

Sementara pada 

putusan nomor 

1925/Pdt.G/2024/PA

.Pml dasar 

permohonannya 

adalah karena 

Pemohon ingin 

bertanggung jawab 
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dengan calon istri 

kedua yang kini 

mengandung 4 bulan. 

Permohonan tersebut 

juga didukung 

persetujuan dari 

Termohon. Hakim 

dalam 

pertimbangannya 

menolak permohon 

tersebut, walaupun 

permohonan 

Pemohon telah 

memenuhi syarat 

pada Pasal 5 ayat (1) 

UUP. 

Penelitian tersebut 

dikaitkan dengan 

teori Maslahah 

sedangkan penelitian 

yang penulis akan 

lakukan fokus 

mengkaji penafsiran 

yang digunakan 

hakim, bagaimana 

disparitas dari kedua 

putusan dan 

penafsiran yang 

seharusnya 

digunakan oleh 

hakim.  
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2.  Skripsi karya 

Rayhan 

Nuralieffudin 

yang berjudul 

“Pertimbanga

n Hakim 

Pengadilan 

Agama Kajen 

Dalam 

Putusan 

Perkara Izin 

Poligami di 

Tahun 2021” 

Persamaan 

dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh 

penulis 

terletak 

pada 

pembahasa

n mengenai 

keberlakua

n syarat 

alternatif 

serta syarat 

kumulatif 

dalam 

proses  

pemberian 

izin 

poligami. 

Perbedaannya adalah 

penelitian tersebut 

mengutip beberapa 

putusan  tentang izin 

poligami dari 

Pengadilan Agama 

Kajen pada Tahun 

2021. Putusan-

putusan yang ada 

tidak memenuhi 

syarat alternatif pada 

Pasal 4 Ayat (2) 

UUP, melainkan 

hanya syarat 

kumulatif pada Pasal 

5 ayat (1) UUP yang 

terpenuhi. Penelitian 

tersebut 

menghasilkan 

kesimpulan bahwa 

pendapat hakim 

Pengadilan Agama 

Kajen mengenai 

keabsahan 

persyaratan alternatif 

dalam 

mempertimbangkan 

izin poligami bukan 

hal yang diharuskan, 

sehingga keputusan 

akhir tentang 

diizinkan atau 
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tidaknya poligami 

berada di tangan 

hakim. Penelitian 

tersebut berfokus 

pada pendapat para 

hakim di PA Kajen. 

Sementara penelitian 

yang akan penulis 

lakukan yakni  

Penulis 

menggunakan 2 

putusan yang 

kontradiksi, yang 

dikabulkan yaitu 

nomor 

2748/Pdt.G/2024/PA

.Bbs walaupun hanya 

terpenuhi syarat 

kumulatifnya saja, 

Sedangkan putusan 

nomor 

1925/Pdt.G/2024/PA

.Pml walaupun sama 

halnya hanya 

terpenuhi syarat 

kumulatifnya saja, 

hakim menolak 

permohonan 

tersebut. Penulis 

berfokus pada 

bagaimana 

penafsiran yang 
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digunakan hakim 

dalam memutus 

perkara tersebut, 

bagaimana disparitas 

dari kedua putusan 

dan  penafsiran mana 

yang seharusnya 

digunakan oleh 

hakim. Penulis juga 

akan menkaji aspek 

akibat hukumnya 

dengan Teori Gustav 

Radbruch.  

3.  Jurnal yang 

disusun oleh 

Mustika 

Anggraeni 

Dwi Kurnia 

dan Ahdiana 

Yuni Lestari 

yang berjudul 

“Pertimbanga

n Hakim 

Terkait 

Penolakan 

Permohonan 

Poligami” 

Penelitian 

penulis dan 

penelitian 

ini sama 

karena 

keduanya 

membahas  

penerapan 

Undang-

Undang 

No.1 Tahun 

1974 

tentang 

Perkawinan 

pada Pasal 

4 dan Pasal 

5 dalam 

memutus 

pemberian 

Perbedaannya adalah 

dalam penelitian 

tersebut izin 

poligami ditolak oleh 

hakim Pengadilan 

Agama Bantul, 

didalam putusannya 

yakni Nomor 

535/Pdt.G/2021/PA.

Btl hakim menolak 

permohonan tersebut 

karena tidak dapat 

membuktikan dalil-

dalil Pemohon dan 

tidak memenuhi 

ketentuan pasal 4 

ayat (2) UUP.  

Berdasarkan pasal 5 

ayat (1) UUP 
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izin 

poligami. 

meskipun dalam 

putusan tersebut 

sudah terpenuhi, 

tetapi karena 

Pemohon telah 

melakukan 

pernikahan siri 

dengan calon istri 

keduanya, maka 

perkawinan 

Pemohon dengan 

calon istri keduanya 

melanggar Pasal 3 

ayat  (2) dan Pasal 4 

ayat (1) UUP. 

Sementara penelitian 

yang nantinya 

dilakukan penulis 

menggunakan 2 

putusan yang 

kontradiksi. Yaitu 

pada putusan nomor 

2748/Pdt.G/2024/PA

.Bbs dan  putusan 

nomor 

1925/Pdt.G/2024/PA

.Pml. keduanya 

hanya terpenuhi 

Pasal 5 ayat (1) UU 

Perkawinan atau 

syarat kumulatifnya, 

namun keduanya 
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menghasilkan amar 

yang berbeda. 

Penulis berfokus 

pada bagaimana 

penafsiran  hakim 

dalam memutus 

perkara tersebut, 

serta menjelaskan 

disparitas yang 

terjadi pada kedua 

putusan tersebut. 

Penulis juga akan 

menkaji akibat 

hukum yang 

ditimbulkan dari 

putusan tersebut dari 

perspektif Teori 

Gustav Radbruch. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian 

hukum normatif (normative legal research).  

Penelitian ini didefinisikan oleh Yulianto dan 

Ahmad Mukti Fajar MD sebagai penelitian 

hukum yang memandang hukum sebagai suatu 

sistem norma. Kaidah dalam peraturan 

perundang – undangan, perjanjian, putusan 

pengadilan, doktrin (ajaran), norma, dan asas-
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asas semuanya dianggap sebagai bagian dari 

sistem norma.15 

2. Pendekatan Penelitian 

Beberapa pendekatan digunakan dalam 

penelitian ini diantaranya Pendekatan kasus 

(Case Aprroach), dengan pendekatan ini, 

kejadian-kejadian yang relevan dengan masalah 

hukum terkini ditelaah dan di analisis. 

Pendekatan perundang-undangan (Statute 

Approach), diselesaikan dengan meninjau 

undang-undang dan peraturan yang berkaitan 

dengan topik hukum yang dibahas.16 

Pendekatan konseptual (Copceptual Approach), 

biasanya digunakan dalam menguraikan atau 

menjelaskan permasalahan penelitian yang 

muncul akibat kekosongan norma.17 Serta 

pendekatan Perbandingan (comparative 

approach) digunakan untuk mengidentifikasi 

persamaan dan perbedaan antara setiap variabel, 

dalam pendekatan ini dua atau lebih variabel 

yang sama dari beberapa sistem hukum 

dibandingkan. Pendekatan perbandingan juga 

biasa digunakan dalam proses membandingkan 

pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman 

dalam dua putusan yang berbeda dengan jenis 

perkara yang sama. 

 

 
15 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (NTB: Mataram University 

Press, 2020), 46. 
16 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (NTB: Mataram University 

Press, 2020), 56. 
17 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum 

Normatif (Jakarta: Kencana, 2016), 159. 
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3. Sumber Bahan Hukum  

Penelitian ini memanfaatkan data 

sekunder yang terdiri dari berbagai bahan 

hukum sesuai dengan jenis penelitiannya. 

Amirudin dan Zainal Asikin menyatakan bahwa 

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier 

adalah bagian sumber data sekunder yang 

tersedia untuk penelitian hukum normatif.18 

a. Bahan hukum primer  

Dokumen negara, putusan pengadilan, 

risalah dan peraturan perundang-undangan 

merupakan contoh bahan hukum primer.19 

Bahan hukum primer yang menjadi acuan 

dalam penelitian ini mencakup: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan  

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

3. Putusan Nomor 

2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs  

4. Putusan Nomor 

1925/Pdt.G/2024/PA.Pml. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yang terutama 

adalah buku-buku hukum termasuk juga 

skripsi, tesis, dan jurnal hukum. Bahan 

 
18 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (NTB: Mataram 

University Press, 2020), 62. 
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana 

Perdana Media Hroup, 2005), 59. 
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hukum sekunder merupakan petunjuk bagi 

peneliti ke arah mana peneliti melangkah.20 

c. Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier merujuk pada bahan-

bahan non hukum, seperti kamus, 

ensiklopedia, dan sejenisnya.  

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Proses pengumpulan bahan hukum, 

penulis melakukan langkah-langkah 

inventarisasi, sistematisasi, dan klasifikasi. 

Inventarisasi melibatkan pengumpulan literatur 

yang relevan dan peraturan perundang-

undangan. Sistematisasi mengacu pada 

pengaturan yang terstruktur secara sistematis. 

Sedangkan klasifikasi melibatkan 

pengelompokan bahan hukum dan norma 

hukum sesuai dengan kategori yang tepat untuk 

memastikan objektivitas dan akurasi dalam 

penelitian. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Analisis bahan hukum dalam penelitian 

ini menggunakan metode analisis preskriptif. 

Preskriptif bermakna memberi 

petunjuk/berdasarkan ketentuan resmi yang 

berlaku.21 Tujuan analisis preskriptif ini dalam 

penelitian hukum adalah untuk memberikan 

saran atau rekomendasi tentang cara 

menangani masalah hukum tertentu. Analisis 

ini bersifat normatif, yang mana fokusnya pada 

 
20 Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana 

Perdana Media Hroup, 2005), 155. 
21 Muhaimin,  Metode Penelitian Hukum (NTB: Mataram 

University Press, 2020), 14.  
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nilai, asas, dan tujuan hukum, serta bagaimana 

aturan hukum seharusnya diterapkan untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

Secara preskriptif, penulis melakukan 

penilaian terhadap kedua putusan dengan 

menggunakan teori tiga nilai hukum Gustav 

Radbruch. Melalui teori tersebut, penulis 

menilai sejauh mana putusan hakim 

mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, 

dan kepastian hukum. Analisis preskriptif juga 

digunakan untuk mengidentifikasi implikasi 

hukum yang timbul akibat adanya disparitas 

putusan, serta memberikan saran normatif 

mengenai bagaimana hakim seharusnya 

menafsir dan menyeimbangkan ketiga nilai 

hukum tersebut dalam perkara izin poligami. 

Dengan demikian, dalam penelitian ini yang 

dianalisis secara preskriptif adalah 

pertimbangan hukum dan amar putusan dalam 

dua perkara izin poligami, yaitu Putusan 

Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan Putusan 

Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml, guna 

melihat sejauh mana keduanya telah 

mencerminkan keseimbangan antara keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

Metode berpikir yang digunakan adalah 

metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir 

dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari 

sesuatu yang sifatnya umum ditujukan untuk 

sesuatu yang sifatnya khusus. Logika deduktif 

atau sering kali disebut sebagai cara berpikir 

analitik mempunyai pengertian sebagai cara 

berpikir yang bertolak dari pengertian bahwa 
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sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan 

peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga 

bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa 

kelompok/jenis tersebut.22 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini disusun 

dari Bab I hingga Bab V, yang dalam hal ini mencakup 

beberapa hal, yaitu: 

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini 

memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka 

Teori, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian, 

serta Sistematika Penulisan.  

Bab II adalah Landasan Teoritis dan 

Konseptual. Pada bab ini, penulis akan memaparkan 

teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan 

penelitian ini, yakni Teori Penafsiran Hukum, Teori 

Hukum Gustav Radbruch, dan Konsep Poligami.  

Bab III adalah Disparitas Putusan Hakim 

Dalam Putusan  Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan 

putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml. Bab ini 

merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang 

pertama, penulis akan menguraikan dan menjabarkan 

penafsiran apa yang digunakan oleh hakim dalam 

kedua putusan tersebut, kemudian penulis akan 

menganalisis disparitas yang terjadi pada kedua 

putusan tersebut. Terakhir, penulis akan menjelaskan 

penafsiran apa yang seharusnya digunakan oleh hakim 

pada kedua putusan tersebut.  

 
22 Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, Dualisme 

Penelitian Hukum Normatif & Empiris, II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), 109. 
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Bab IV adalah Akibat Hukum dari Disparitas 

Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 

2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan Putusan Nomor 

1925/Pdt.G/2024/PA.Pml . Bab ini merupakan 

pembahasan dari rumusan masalah yang kedua. 

Penulis akan mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan 

dari disparitas putusan hakim dalam perkara 

permohonan poligami tersebut dari sudut pandang teori 

tiga nilai hukum Gustav Radbruch.  

BAB V adalah Penutup. Pada bagian ini, 

penulis akan merangkum kesimpulan dari penelitian, 

serta memberikan saran mengenai permasalahan 

tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

disparitas dalam putusan hakim atas dua perkara yang 

secara substansi serupa, yakni perkara izin poligami pada 

Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan Putusan 

Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml.  Meskipun kedua 

perkara sama-sama hanya memenuhi syarat kumulatif 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun 

amar putusan yang dihasilkan justru bertolak belakang. 

Pengadilan Agama Brebes mengabulkan, sedangkan 

Pengadilan Agama Pemalang menolak permohonan. 

Perbedaan ini terjadi karena adanya keragaman metode 

penafsiran yang digunakan hakim dalam memahami 

terpenuhinya syarat Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim PA 

Brebes lebih menonjolkan pendekatan teleologis dengan 

menitikberatkan pada tujuan sosial dan dampak 

kemaslahatan yang lebih luas. Oleh karena suami dan istri 

sah belum memiliki keturunan, hamilnya calon istri kedua 

dianggap sebagai faktor krusial yang memerlukan 

legalisasi melalui perkawinan poligami. Hakim 

mengutamakan solusi praktis dan keadilan substantif 

dalam konteks sosial. Sedangkan Hakim PA Pemalang 

memilih pendekatan gramatikal dengan berpegang teguh 

pada norma hukum secara tekstual dan ketat, alasan 

kehamilan calon istri kedua atau keinginan Pemohon untuk 

bertanggung jawab, tidak dianggap memenuhi kriteria 

yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, 

karena pasal tersebut berfokus pada kondisi istri yang sah. 
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Hakim lebih mengutamakan kepastian hukum sesuai 

redaksi undang-undang. 

Penggunaan metode penafsiran yang berbeda 

berimplikasi langsung terhadap nilai-nilai hukum yang 

ditekankan dalam putusan. Kaitannya dengan teori tiga 

nilai hukum Gustav Radbruch, Akibat hukum yang timbul 

dari penggunaan penafsiran teleologis pada Putusan PA 

Brebes yakni hanya aspek kemanfaatan sosial yang 

dominan, sementara aspek kepastian hukum dan keadilan 

substantif dikorbankan. Sementara akibat hukum 

penggunaan penafsiran gramatikal pada Putusan PA 

Pemalang justru kebalikannya, aspek kepastian hukum dan 

keadilan lebih menonjol, namun aspek kemanfaatan sosial 

cenderung diabaikan.  

Penggunaan penafsiran historis memungkinkan 

tercapainya keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, 

dan kepastian hukum. Apabila kedua putusan tersebut 

menggunakan penafsiran historis, maka disparitas yang 

terjadi dapat diminimalisir. Penafsiran historis berorientasi 

pada tujuan pembentuk undang-undang, yang dalam hal ini 

adalah membatasi praktik poligami dan melindungi hak-

hak perempuan serta anak. Penggunaan penafsiran historis 

akan membawa hakim pada arah putusan yang sama yaitu 

menolak permohonan izin poligami karena alasan yang 

diajukan tidak termasuk dalam kategori mendesak 

sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. 

B. Saran  

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama, diharapkan agar 

dalam memeriksa dan memutus perkara izin poligami, 

para hakim senantiasa berpedoman pada prinsip 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara 

seimbang. Hal ini penting untuk meminimalisir 

terjadinya perbedaan putusan dalam perkara yang 



 

 

memiliki karakter serupa, serta menjaga konsistensi 

penerapan hukum di seluruh wilayah yurisdiksi 

peradilan agama. 

2. Bagi Masyarakat, diharapkan agar memiliki 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

ketentuan hukum perkawinan, khususnya terkait izin 

poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam. Pemahaman tersebut 

penting agar masyarakat tidak hanya melihat poligami 

sebagai praktik yang didasarkan pada alasan pribadi 

atau budaya, tetapi juga sebagai tindakan hukum yang 

memiliki syarat, batasan, dan tanggung jawab yang 

harus dipenuhi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat 

melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, 

baik dari segi jumlah putusan pengadilan maupun 

wilayah yurisdiksi, agar dapat memberikan gambaran 

yang lebih komprehensif mengenai pola dan faktor 

penyebab disparitas putusan dalam perkara izin 

poligami.    
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